BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, terdapat beberapa pemwaldasar yang
secara teoritis maupun praksis dapat disimpulkan sebagai jawabgmedanyaan
penelitian. Secara umum diketahui bahwa, tidak terdapat perbedaaa pota
relasi, alasan, dan harapan petani kepada parpol. Begitu juga dengarbpekaasi

serta tokoh masyarakat dalam mempengaruhi pilihan politik petani dalam pemilu.

Petani di Ntobo dan Kumbe yang mempunyai pilihan politik yang berlokdiamnm
kenyataannya memiliki persoalan sosial-politik dan struktur sosiab sama.
Pilihan pada Golkar dan PDI Perjuangan, tidak menyebabkan adanyalgaerbe
alasan, pola, tujuan, dan harapan petani kepada parpol. Begitu juga dengan
pandangan atau sikap petani dalam merespon kebijakan yang diperjualetkan
Golkar atau PDI Perjuangan, petani memiliki padangan politik yatek selalu

sama, bahkan cenderung bertolak-belakang, seperti dalam kasus ropmas i
Dengan demikian, pilihan politik petani bukan merupakan jaminan lahirnya

pandangan dan sikap politik yang sama dengan parpol pilihannya.

Kesimpulan di atas, merupakan hasil perbandingan dari keseluruhan temuan
lapangan di Ntobo dan Kumbe. Pada warga Ntobo dan Kumbe, terjadi proses
hegemoni yang dilakukan oleh birokrasi dan tokoh masyarakat yang merupakan
bagian dari strategi politik Golkar. Walaupun Kumbe dikategorikangselzasis

PDI Perjuangan, bukan berarti petani bebas dari pengaruh birokrasi.

Hegemoni yang dipahami oleh Gramcshi sebagai superstruktlmbl meenjadi
bingkai dari keseluruhan proses relasi yang dilakukan oleh petagamepartai
politik. Walaupun dalam kasus sogokan logistik (infrastruktur) oleh elitipgang
disampaikan melalui birokrasi atau caleg/parpol (suprastruktur),Geamschi tidak
menyinggungnya, namun dalam konteks Ntobo dan Kumbe, terdapat beberapa
masalah yang sesungguhnya justru memperkaya teori hegemoni Gramschi.
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Kemudian, hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian initadakanya
klasifikasi antara konsepsi warga negara dan warga desa. Ssjanjumtuk lebih
jelasnya, di bawah ini akan diuraikan secara lebih khusus setiap térasian

lapangan:

6.1.1 Relas Politik yang Tidak Seimbang

1). Pola relasi politik. Relasi yang berlangsung antaranpeéa parpol di Ntobo dan
Kumbe selama Pemilu 1999, 2004, dan 2009 memiliki pola yang sama. Bagi pet

di Ntobo, relasi yang berlangsung pada banyak hal dimediasi olgtrasi dan
tokoh masyarakat. Namun, dominasi Golkar, tidak membuat petani menjadi dekat
dan paham dengan kebijakan Golkar. Begitu juga dengan keberadaan PDI
Perjuangan di Kumbe. Petani di Kumbe melakukan relasi politiknya lpadgasaat
menjelang pemilu. Selebihnya, parpol menjadi eksklusif dan mergaaja glengan

petani.

Bagi Golkar, relasinya dengan petani disampaikan melalui pendekatdmabi,
sementara PDI Perjuangan tidak melakukan hal ini. Namun, perbedaan pemdeka
ini, tidak menyebabkan terjadinya perbedaan pola di tingkat petamnpolPa
menjalankan relasi yang elitis, yang memposisikan petani Sel@a@mpok
marginal, yang didekati menjelang pemilu dan dengan sogokan-sogdanmime.
Perbedaan kepentingan politik antara petani dengan parpol menyebabka
terbentuknya pola hubungan yang tidak demokratis. Namun, keadaan iki, tida
menyebabkan petani menjauh dan alergi terhadap parpol. Petani deogan m
petaninya, masih terus melakukan permakluman atas ketidakadilateygmualy atas

dirinya.

2). Alasan petani melakukan relasi politik. Petani mempunyaamlsgsial-ekonomi
dalam melakukan relasi dengan parpol. Bagi petani di Ntobo, berhubungan dengan
Golkar, di samping untuk mendapatkan bantuan logistik yang disampaikamimelal
Departemen Pertanian, juga karena adanya tuntutan dalam memeneaigkadari
Ntobo. Keadaan ini tidak berbeda jauh dengan alasan petani di Koafitvea faktor
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kekeluargaan dan iming-iming kesejahteraan menjadi dorongan dalam menentuka

pilihan politik dengan memilih PDI Perjuangan. dalam pemilu.

6.1.2 Hegemoni melalui Superstruktur dan Infrastruktur

1). Peran Birokrasi. Kekuatan Golkar, salah satunya terletak ggdpuasaan dan
peran birokrasi hingga tingkat desa. Hal inilah yang belum bisa dilaku&bariP@l
Perjuangan, sehingga keberadaan Megawati selragaibent, tidak mempengaruhi
rakyat untuk menjatuhkan pilihan kepada Megawati dan PDI Perjuahigdnni
diperkuat dengan keberadaan PDI Perjuangan yang tidak memilikisajaah
politik di Bima. Berbeda dengan Partai Demokrat yang mulai kakén hal yang
sama dengan Golkar, yakni melakukan penguatan di birokrasi (supra3tiaeaur
dengan memberikan bantuan-bantuan logistik kepada rakyat. Pendekatan
menyebabkan Partai Demokrat dapat memenangkan suara petatargeuntuk
tingkat DPR RI—di Bima, termasuk di Ntobo dan Kumbe pada Pemilu 2009.

2). Politik Kekeluargaan. Partisipasi politik petani, tidak dapat adkepn dari politik
keluarga. Sebagai masyarakat agraris dengan nilai patiigr&khg masih melekat
cukup kuat, mempengaruhi cara pandang dan tindakan politik petani. Berb@da pa
politik, bukan alasan untuk tidak dapat memilih caleg yang sama. lkatan
kekeluargaan dan peran tokoh masyarakat setempat, mempengaruhi kemenang

caleg/parpol tertentu.

3). Infrastruktur (bantuan logistik melalui birokrasi, caleg/parg@drtisipasi politik
petani melalui pemilu, dalam kenyataannya belum dapat mempendgehifakan
publik. Karena keikutsertaan petani dalam pemilu, selalu diarahkaya hzada
pemenuhan kebutuhan ekonomi petani. Bagi petani, berpolitik berarti tersediany

pupuk, obat-obat padi, dan harga gabah tinggi.

Relasi petani dengan parpol, dibangun atas dasar kepentingan ekonomisr&wert
suara dengan benda ekonomis yang dilakukan secara langsung seperti y

dilakukan oleh caleg/parpol dalam setiap kampanye, dan dengan chranigisung
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yang dilakukan oleh partancumbent yang dilakukan jauh sebelum pemilu, dapat
mempengaruhi pilihan politik petani.

4). Partai politik tidak melakukan ideologisasi. Pada tataran ydew, menjadi
kewajiban partai politik, dalam hal ini Golkar dan PDI Perjuang#uk melakukan
ideologisasi terhadap petani. Namun, dalam kenyataannya, partak palitya
menjadikan petani sebagai mesin suara yang diingat dan dikunjumgelang
pemilu. Semeentara bagi petani di Ntobo dan Kumbe, pemilu dipahamiasebag
ritual politik yang wajib untuk diikuti, dengan iming-iming terjadinya peninghat
kesejahteraan.

6.1.3 Konsepsi Warga Negara yang Bersanding dengan Warga Desa

1). Partisipasi politik sebagai warga negara (individual). Paassipolitik petani
sebagai warga negara memiliki ruang yang sama dengan kelongrgk wegara
lainnya. Melalui undang-undang, negara memberikan kesempatan yang sanaa kepad
semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Beigestisli sini, bisa
berarti ikut dipilih atau memilih. Adalah hak setiap warga neganakuktt pemilu
melalui partai politik (atau independen). Seseorang bisa mencalonkeselutgai
anggota legislatif atau eksekutif (presiden, gubernur, bupati/wad).kBan kalau

tidak ikut mencalonkan diri, maka seseorang dapat menyalurkansagmtidknya

dengan ikut memilih.

Sebagai warga negara, maka petani yang berada di Ntobo maupbe,Kaoemiliki

hak yang sama dalam menentukan calon pemimpinnya. Hak memilihpii#m idi
merupakan hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Asumsinya, s&seora
yang memenuhi hak politiknya, dapat dikategorikan sebagai orangnyamgiki
kesadaran bahwa dengan memilih, ia sedang berupaya untuk terlibat dedas pr

bernegara dalam melahirkan kebijakan ekonomi-politik.

Namun, prasyarat di atas, belum dapat dijalankan oleh petani di Ntoliuddre.

Karena posisinya sebagai warga negara, belum dapat diaktuahsasj@nuhnya
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dalam proses pemilu. Petani masih hidup dengan nilai-nilai yang bdradar
konsepsi warga negara. Dalam implementasi politiknya, petampossikan
dirinya sebagai warga desa yang memiliki nilai dan aturam mang berbeda

dengan warga negara.

2). Partisipasi politik sebagai warga desa (suara kolektifjispasi politik petani
Ntobo dan Kumbe dalam tiga kali pemilu pasca-Reforamsi 98, menunjukkan
terjadinya polarisasi bahwa, petani di Ntobo dikategorikan selpegani Golkar,

dan petani di Kumbe sebagai petani PDI Perjuangan. Keadaan berlartysggg
kehadiran partai Demokrat yang berhasil merubah peta politiknaia,Bkhususnya
Ntobo dan Kumbe.

Sebagai warga desa, maka petani di Ntobo dan Kumbe memiliki ikatastudan-
aturan yang berfondasikan pada nilai-nilai desa. Sebagai petdd, kalur dan
sistem nilai yang paternalistik menjadi bingkai dalam beraraggat. Perilaku sosial-
politik masyarakat tani, memiliki kecenderungan melakukan skagifi sosial
berdasarkan kedudukan sosial-politik seseorang. Bagi petani yang kagrupkoh
masyarakat, atau petani kaya, mempunyai posisi yang lebih tifganding petani
miskin/buruh tani. Begitu juga dengan posisi petani pada umumnya, berada
lapisan lebih rendah dibandingkan elit politik; birokrasi dan tokoh masyatdiah

ini menyebabkan terjaganya nilai-nilai paternalistik, namun bukartbemarga kota

atau warga negara lainnya, telah bebas dari nilai-nilai paternalistik.

Keadaan di atas yang menyebabkan terpolanya konsepsi warggatesaerpolitik
berdasarkan nilai-nilai kekerabatan. Bagi petani, baik yangldatiaNtobo maupun
Kumbe, mengikuti pemilu bukan merupakan hak, melainkan kewajiban (aturan
lisan). Untuk itu, dalam menentukan pilihan politik, terlebih dahulu harus
dibicarakan bersama antarwarga desa. Setidaknya, tokoh masyarglat da
menentukan arah politik warga desa. Dengan mengikuti suara kolektd, pegani
mengasumsikan dirinya sebagai warga desa yang baik, yang dapgagan
komitmen bersama. Dan petani juga memiliki potensi untuk melaktikeakan

politik lainnya —walaupun terkesan pragmatis— dalam menjaga saarany
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Berhadapan dengan elit politik yang selama pemilu hanya niaatlean suaranya,
maka petanipun memiliki posisi tawar dengan menukarkan suaranya dergag ba

barang ekonomis.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan bebeeapyasey dapat

diberikan kepada pihak-pihak terkait:

6.2.1 Akademisi

Dalam hal ini, peneliti memberikan saran bagi peneliti lain yemgsen pada isu
petani dan politik untuk mengembangkan penelitian pada implementasiveega
desa yang dalam prakteknya juga mampu melakukan partisipdis gah tindakan-
tindakan yang mengarah pada 'perlawanan’. Sehingga dapat diformadesbaru
yang mampu mengisi kekosongan teori Verba tentang partisipatsk pegial warga
negara. Kemudian, teori hegemoni dari Gramschi yang menjadi |andasam
menganalisa juga perlu diisi dengan adanya temuan peran infrastfalenr proses
hegemoni. Dengan demikian, kekurangan dalam penelitian ini bisa digpeheliti

lain.

Masalah lain yang perlu dikembangkan adalah posisi politik petankaketi
berhadapan dengan elit politik. Dalam beberapa penelitian lain, isgped
dijadikan studi literatur di Bab 2, telah ada upaya penelitian yargaitkan posisi
sosial-politik petani ketika berhadapan dengan pihak lain. Namurpleasgilitian ini,

belum sampai pada tindakan politik petani dalam konteks gerakan sosial.
6.2.2 Partai Politik
Sudah saatnya menempatkan petani sebagai mitra sejajar dafaiitike Sepuluh

tahun usia reformasi, sudah cukup memoles kekurangan sistem poliikggse

proses pendidikan dan ideologisasi kepada petani dapat dilangsungkaman Deng
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memposisikan petani sebagai warga negara yang memiliki hak dajbleewaolitik
yang sama dengan warga negara lainnya, maka akan memudahtearpqléik
dalam merealisasikan fungsi dirinya sebagai agen ideolaggefbangan jaman dan
meningkatnya kesadaran politik daivil society, menjadi modal bagi partai politik
untuk menjalankan politik yang demokratis (tidak oligarkhis), yangyegiakan
kesempatan yang sama bagi petani. Dengan demikian, pemilu meg@dmen

demokrasi yang dijalankan sebagai hak oleh setiap warga negara.

6.2.3 Petani

Melaksanakan konsep warga desa pada satu sisi dapat menjadiguesmiserhadap
kekuatan elit politik. Akan tetapi, implementasi dari konsep warga debajknya
tidak menegasikan konsep warga negara. Karena pada banyak hai sedrga
negara maka petani dapat memperjuangkan hak-hak ekonomi-sosial-palifikan

pada sisi lain, konsepsi warga desa memelihara kultur patdknaiestg justru
berseberangan dengan nilai demokrasi. Saatnya bagi petani untykosikan
dirinya sebagai bagian dari kolektif sekaligus individu yang mlkinfiek politik

yang setara dengan warga negara lainnya, tanpa harus melakolakan

pragmatis, dengan memelihara pertukaran suara sebagai nilai baru.

6.2.4 Pemerintah (Birokrasi)

Birokrasi harus dikembalikan pada fungsi politiknya sebagai pelegiayat yang
netral. Sehingga proses politik dapat berlangsung, tanpa intervenpedatintah.
Keadaan ini memang sulit, tetapi harus mulai dilakukan. Setidakpgayang
dilakukan oleh Megawati dan PDI Perjuangan pada saat berkuasan detaja
mencampur-adukkan peran dan fungsi birokrasi adalah hal yang patujadihar
walaupun pilihan politik ini membawa konsekwensi tidak populernya seorang

presiden/partai yang sedang berkuasa di hadapan rakyat.

Universitas Indonesia

Relasi politik petani..., Nuraini, FISIP Ul, 2009





